WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR 3

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ‘DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. MAHA ESA

WALIKOTA  DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran 2011 maka perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 24 Agustus 2011
Nomor : 08/Pim/DPRD/VIII/2011 tentang Persetujuan Penetapan
Penyempurnaan dan Penyesuaian Ranperda tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Paraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang = Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang = Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah- Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503) ; :

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomer - 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;




Menetapkan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun' 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;

27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
Dan

WALIKOTA DENPASAR

-MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula
berjumlah Rp.1.027.835.244.303,00 bertambah sejumliah
Rp.156.600.423.456,64 sehingga menjadi Rp.1.184.435.667.759,64
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 937.935.244.303,00
Bertambah/(Berkurang) Rp. _ 92.850.997.351,43

Jumlah Pendapatan setelah Rp. 1.030.786.241.654,43

Perubahan

2. Belanja :

a. Semula Rp. 1.027.835.244.303,00

b. Bertambah/(Berkurang} Rp.  156.600.423.456,64

Jumlah belanja setelah Perubahan Rp. 1.184.435.667.759,64

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (153.649.426.105,21)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp. 90.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.149.426.105,21
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 156.149.426.105,21
Perubahan

b. Pengeluaran A
1). Semula _ Rp. 100.000.000,00

2 Bertambah/Berkurang Rp. 2.400.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00
Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 153.649.426.105,21

Setelah Perubahan .
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenan _ Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 287.807.631.600,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  38.899.514.611,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 326.707.146.211,00

setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 475.920.924.289,33
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (183.211.208,33)
Jumlah Dana Perimbangan Rp. 475.737.713.081,00

setelah Perubahan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 174.206.688.413,67
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 54.134.693.948,76
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 228.341.382.362,43
yang Sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula - Rp.  216.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 30.300.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah _ Rp. 246.800.000.000,00
setelah Perubahan - ‘

b. Retribusi Daérah

1) Semula Rp. . 21.164.750.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 333.650.000,00

Jumlah Retribusi Daerah ; Rp.  21.498.400.000,00
setelah Perubahan : '




c. Hasil Pengelbla_an kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula . _ Rp. 7.177.591.600,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.076.824.611,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 10.254.416.211,00

Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 42.965.290.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.189.040.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp. 48.154.330.000,00
Daerah setelah Perubahan

(3) Dana Perimbanéan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 90.825.986.289,33
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.377.208,33)
Jumlah Dana Bagi Hasil _ Rp. 90.808.609.081,00

setelah Perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 381.538.038.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (165.834.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Rp.  381.372.204.000,00

setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp.  3.556.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) - Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 3.556.900.000,00
setelah Perubahan _

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah '

1) Semula Rp. 111.155.367.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (103.250.855.000,00)
Jumlah setelah Perubahan Rp. 7.908.512.000,00
b. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 61.782.621.413,67
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.491.675.308,76
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 78.274.296.722,43

setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) - Rp.  140.893.873.640,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 140.893.873.640,00

setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula ' Rp. 1.264.700.000,00

2) Bértambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.264.700.000,00




e. Sumbangan Pihak ketiga

1) Semula _ Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 0,00

setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 714.333.258.356,31
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.527.568.039,64
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 718.860.826.395,95
setelah Perubahan
b. Belanja Langsung

1) Semula ; Rp. 313.501.985.946,69
2) Bertambah/(Berkurang) _ Rp. 152.072.855.417,00

Jumlah Belanja Langsung - Rp. - 465.574.841.363,69
setelah Perubahan -

(2) Belanja Tidak Lahgsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1) Semula ‘ Rp.  578.415.527.579,51
2) Bertambah/(Berkurang) . Rp. 17.351.512.828,64
Jumlah Belanja Pegawai Rp.  595.767.040.408,15

setelah Perubahan

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga : Rp. 0,00

setelah Perubahan

¢. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga Rp. 0,00

setelah Perubahan

d. Belanja Hibah -

1) Semula _ | Rp.  61.520.675.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  (18.933.217.789,00)
Jumlah Belanja Hibah Rp.  42.587.457.211,00

setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 11.493.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.846.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 17.339.500.000,00

setelah Perubahan



Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
‘Desa 3

1) Semula , Rp. 39.582.723.085,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. _ (20.595.105.000,00)
Jumlah Belanja Bagi hasil kepada  Rp. . 18.987.618.085,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah Perubahan

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provihsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

1) Semula Rp. " 22.096.695.849,00
2) Bertambah/(Berkurang) RD. 20.858.378.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 42.955.073.849,00

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah Perubahan

Belanja tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.224.136.842,80
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Rp. 1.224.136.842,80

Jumlah Belanja Tidak terduga -
setelah Perubahan :

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a.

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 27.788.854.400,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.226.442.100,00
Jumlah Belanja pegawai Rp.  38.015.296.500,00
setelah Perubahan

Belanja Barang dan jasa

1) Semula Rp. 226.288.036.613,69
2) Bertambah/(Berkurang) " Rp. 96.672.710.447,00
Jumlah Belanja barang dan jasa Rp.  322.960.747.060,69
setelah Perubahan

Belanja modal

1) Semula Rp. 59.425.094.933,00
2) Bertambah/(Berkurang) "Rp. 45.173.702.870.00
Jumlah Belanja modal Rp. 104.598.797.803,00

setelah Perubahan

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

Penerimaan
1) Semula Rp. 90.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.149.426.105,21
Jumlah penerimaan Rp. 156.149.426.105,21
setelah Perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.400.000.000,00
Jumlah pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00

setelah Perubahan




(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran

sebelumnya(SiLPA) _

1) Semula ' Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) - Rp. 0,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan Rp. 0,00

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) . Rp. 0.00
Jumlah Pencairan dana cadangan  Rp. 0,00

setelah Perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan  Rp. 0,00

daerah setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman Rp. 0,00

daerah setelah Perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali Rp 0,00
pemberian pinjaman setelah

Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Rp. . 0,00

Cadangan setelah Perubahan

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 100.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.400.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Rp. 2.500.000.000,00
Pemerintah Daerah setelah Perubahan




¢. Pembayaran Pokok Utang |

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang  Rp. 0,00
setelah Perubahan
d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula . Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri

dari :
1. LampiranI

2. Lampiran II

3. Lampiran III
4, Lampiran IV
5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Ketentuan lebih
Pendapatan dan
Walikota.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi.

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan.

Rekapitulasi  Perubahan Belanja Daerah  untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan
Perjabatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

lanjut mengenai. Penjabaran Perubahan Anggaran
Belanja Daerah (APBD), diatur dengan Peraturan
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Agustus 2011

WALIKOTA DENPASAR,
]ﬂ RAI DHAR& AWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

Al

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 8
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